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Abstrak :Bahwa Penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana 
korupsi jika hanya dikaji secara tekstual, maka penerapan hukuman mati 
bertentangan dengan Hak Asasi Manusia sebagaimana dicantukan dalam 
Pasal 28A  ayat  (1),  28I  ayat(1),  jo  Pasal  4  Undang- undang  Nomor  39  
Tahun  1999,  jo   Pasal  3   DUHAM. Namun jika dikaji secara kontektual 
dengan menggunakan penafsiran extentif dan teleologis, maka sebenarnya 
penerapan hukuman mati tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. 
Argumentasi yang diberikan adalah bahwa akibat  yang  ditimbulkan  dari  
tindak  pidana korupsi jauh  lebih  besar  dari  kejahatan  genosida,  
terorisme,  narkotika,  dan  kejahatan-kejahatan kemanusiaan lainnya. 
Penerapan hukuman mati bagi terpidana koruptor melanggar hak asasi 
manusia karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik 
Indonesia tahun 1945 Pasal 28A UUD 1945, serta di dalam Pasal 4 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. 
 
Kata Kunci : Hukuman Mati, Terpidana, Koruptor, Hak Asasi Manusia 
 
PENDAHULUAN 
Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat 
dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian 
kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan 
yang berbeda satu dengan lainnya.Berbagai perubahan senantiasa terjadi, 
baik secara perlahan hinggapeninjauan yang biasa atau terjadi begitu cepat 
sehingga sukar untuk menyatakan dengan pasti adanya suatu supremasi 
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hukum yang pasti. Menegakkan supremasi hukum dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dimaksudkan untuk 
merealisasikan negara hukum sebagaimana termuat dalam penjelasan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga 
hukum berperan sebagai suatu pengatur kehidupan nasional. 
Upaya mewujudkan hal tersebut tidaklah mudah karena tidak hanya 
sistem hukum nasional yang harus dibangun dan ditertibkan, namun juga 
aparat negara terutama aparat penegak hukumnya sehingga diperoleh 
aparat yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dannepotisme. Jika hal 
tersebut dapat terwujud maka akan dicapai sikap dan perilaku seluruh 
aparat dan masyarakat yang menjunjung tinggi hukum.  
Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum 
dilarang dan diancam pidana asal saja dalam pidana itu diingat bahwa 
larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian 
yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya 
ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.Bahwa yang 
dilarang itu adalah perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan 
yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, artinya larangan itu ditujukan pada 
perbuatannya. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orangnya2. 
Antara larangan yang ditujukan pada perbuatan, dengan ancaman 
pidana ada hubungannya yang erat, dan oleh karena itu perbuatan yang 
                                                   
2 J.B.Daliyo, Pengantar Hukum Indonesia, Prenhallindo, Jakarta, 2001. 
h.82. 
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berupa kejadian yang ditimbulkan orang yang melanggar larangan, dengan 
orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula. Untuk 
menyatakan ada hubungan yang erat itulah maka lebih tepat digunakan 
istilah perbuatan pidana.Merupakan pengertian merujuk pada dua keadaan 
yaitu pertama adanya kejadian tertentu (perbuatan) dan kedua adanya 
orang yang berbuat atau menimbulkan kejadian itu. Beberapa pasal 
ketentuan hukum pidana disebutkan sebagai salah satu unsur khusus dari 
suatu tindak pidana tertentu: wederechteliskheid  (sifat  melanggar)3.   
Tindak  pidana  atau  dalam Bahasa Belanda  strafbar  feit  (tindak  pidana),  
yang  sebenarnya  merupakan  istilah resmi dalam Strafwetboek atau Kitab 
Undang- Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. 
Ada istilah dalam bahasa asing yaitu Delict (tindak pidana) tindak 
pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman 
pidana.Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan “Subjek” tindak pidana4. 
Menurut Henry Campbell Black dalam bukunya yang berjudul 
“Black’s law dictionary” korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan 
dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai 
dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain, secara salah 
menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu 
keuntungan untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain, bersamaan 
                                                   
3 Ibid, h.83. 
4 Undang-Undang No 31 Tahun 1999  jo Undang-Undang No 20 Tahun 
2001  
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dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain5. 
Dalam pengertian lain, korupsi dapat diartikan sebagai “perilaku tidak 
mematuhi prinsip”, dilakukan oleh perorangan di sektor swasta atau pejabat 
publik. Dan keputusan dibuat berdasarkan hubungan pribadi atau 
keluarga,korupsi akan timbul, termasuk pula konflik kepentingan dan 
nepotisme. 
Terlepas dari berbagai ragam pengertian korupsi diatas, secara 
yuridis, pengertian korupsi, baik arti maupun jenisnya telah dirumuskan di 
dalam Undang-Undang No  31 Tahun 1999  jo  Undang-Undang No  20 
Tahun  2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang 
rumusannya adalah korupsi tidak hanya terbatas kepada perbuatan yang 
memenuhi rumusan delik, yang merugikan masyarakat atau orang 
perorangan. Oleh karena itu rumusannya dapat dikelompokkan sebagai 
berikut : 
a) Kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara atau 
perekonomian negara. 
b) Kelompok delik penyuapan, baik aktif (yang menyuap) maupun pasif 
(yang disuap). 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 
merumuskan pengertian keuangan negara sebagai berikut : “Keuangan 
negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan 
uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang 
dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan 
                                                   
5 Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No 17 Tahun 2003  
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kewajiban tersebut.” 
Ruang lingkup keuangan negara sesuai dengan pengertian diatas 
diuraikan sebagai berikut : 
a) Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan 
mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman. 
b) Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan 
umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga. 
c) Penerimaan negara. 
d) Pengeluaran negara. 
e) Penerimaan daerah. 
f) Pengeluaran daerah. 
g) Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau 
oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang,barang, 
serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk 
kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau daerah. 
h) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka 
penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/kepentingan umum. 
i) Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan 
fasilitas yang diberikan pemerintah6. 
 
Kekuasaan merupakan kuasa untuk mengurus, kuasa untuk 
memerintah, kemampuan, kesanggupan kemampuan orang atau golongan 
untuk menguasai orang atau golongan lain, fungsi menciptakan dan 
memanfaatkan keadilan serta mencegah pelanggaran keadilan. Namun 
didalam kekuasaan tersebut banyak di salahgunakan untuk mencari 
kekayaan. Sehingga banyak penguasa mencari kekayaan tersebut dengan 
berbagai cara termasuk menggunakan kekuasaan yang telah diamanahkan 
rakyat kepadanya. Banyak penguasa yang menyalahgunakan kekuasaan 
demi kepentingan pribadi sehingga hak asasi kemanusiaan rakyat rela 
dikorbankan. Banyaknya kasus-kasus penyalahgunaan kekuasaan seperti, 
                                                   
6 Ibid 
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korupsi, mafia hukum, penggelapan, sehingga membutuhkan hukum 
pidana untuk mengatur masalah penyalahgunaan kekuasaan, dan 
menghindari jatuhnya korban akibat penyalahgunaan kekuasaan tersebut. 
Penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dilakukan oleh para 
penguasa atau orang yang memiliki kekuasaan dapat pula meningkatkan 
angka statistik kejahatan yang dialami korban. Kekuasaan pemerintahan 
yang sewenang- wenang melanggar hak asasi manusia rakyat masih 
banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat dan ketatanegaraan. 
Penyalahgunaan kekuasan yang dilakukan oleh penguasa yang 
biasa terjadi diantaranya adalah : 
a) Pelanggaran hukum (korupsi, mafia hukum, penggelapan, melakukan 
kejahatan) 
b) Pelanggaran HAM (kekerasan terhadap rakyat, pengabaian hak-hak 
rakyat, pembiaran pelanggaran HAM)7. 
Hukum pidana yang domeinnya sebagai hukum publik membuat 
perkembangan hukum pidana selalu menjadi sorotan di tengah masyarakat. 
Contoh kecil yang dapat kita lihat ialah bagaimana respon masyarakat yang 
sangat antusias terhadap wacana penegasan ancaman pidana mati 
terhadap terhadap para koruptor. 
Menurut Hegel Negara ialah realitas “Roh” atau kesadaran, yang 
menjawab pertentangan dalam masyarakat. Tanpa Negara pertentangan 
                                                   
7 Tim media.Kamus Lengkap Bahasa Indonesia.Media senter.Jakarta, 
h.362. 
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yang ada di dalam masyarakat tidak dapat diselesaikan8. Maka menyikapi 
permasalahan dan pertentangan  yang  terjadi  di  dalam  pembaharuan  
hukum  pidana, Negaralah yang harus mengambil kebijakan guna 
mencegah terjadi pertentangan yang semakin meluas yang bukannya 
mendatangkan solusi melainkan melahirkan debat kusir yang tak 
bermakna. 
Sebuah pro dan kontra atau pertentangan pendapat yang masih 
terus berlangsung dalam domein hukum pidana sebagaimana tersebut di 
atas ialah mengenai keberadaan lembaga pidana mati baik dalam 
kedudukan sebagai hukum positif maupun dalam upaya pembaharuan 
hukum pidana sebagai  bagian dari hukuman (pidana). Sebagaimana 
diketahui eksistensi lembaga pidana pidana mati dituangkan dalam KUHP, 
yang secara terperinci  menyatakan sebagai berikut : 
Pasal 10 Pidana terdiri atas: 
a. Pidana pokok : 
1. Pidana mati, 
2. Pidana penjara, 
3. Kurungan, 
4. Denda. 
b. Pidana tambahan 
1. Pencabutan hak-hak tertentu, 
2. Perampasan barang-barang tertentu, 
3. Pengumuman putusan hakim9. 
 
Berdasarkan uraian pasal 10 KUHP tersebut dapatlah diketahui 
bahwa lembaga pidana mati merupakan salah satu hukuman yang masih 
                                                   
8 Darsono P, Karl Marx Ekonomi Politik dan Aksi-Revolusi, Diadit Media, 
Jakarta, 2006, h.21. 
9 Moeljatno, Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, 
2005,h.5-6. 
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jelas keberadaannya sebagai bagian dari hukuman (pidana) yang dapat 
dijatuhkan. Pro dan kontra mengenai pidana mati bukanlah suatu 
pertentangan yang baru timbul di tengah masyarakat luas dan para ahli 
hukum namun telah terjadi semenjak dahulu dan sebagai bukti, persoalan 
ini pernah diangkat oleh J.E.Sahetapy dalam skripsinya yang berjudul 
“Pidana Mati dalam Negara Pancasila”. Apakah pidana mati hanya 
merupakan suatu alasan murah bagi penguasa Negara sebagai alat 
penegak untuk mempertahankan tertib hukum dalam memberantas 
penjahat-penjahat ulung dan berkaliber besar dengan ancaman maut, 
belum termasuk daftar perghitungan terhadap orang-orang yang tak dapat 
dikenakan baju penjahat karena mereka adalah seperti lazim diberi  julukan  
penjahat  politik  merupakan  salah  satu  alasan  beliau  untuk 
mempermasalahkan pidana mati dalam tulisannya mengenai eksistensi 
pidana mati di Negara Pancasila10.  
Pidana mati sejatinya seperti dikemukakan diawal banyak menuai 
polemik, sejalan dengan pendapat Prof. M.Roeslan Saleh beliau 
mengatakan bahwa karena orang semakin memahami betapa buruknya 
pidana mati itu, sehingga banyak negara modern yang menghapuskannya 
dari perundang- undangan pidananya. Hal ini didasari adanya pandangan 
HAM dalam tataran konseptual,Hak Asasi Manusia mengalami proses 
perkembangan yang sangat kompleks. Perbincangan mengenai Hak Asasi 
Manusia tersebut mendapat perhatian yang cukup intens sejalan dengan 
                                                   
10 J.E. Sahetapy, Pidana Mati dalam Negara Pancasila, P.T. Citra Aditya 
Bakti, Bandung, 2007, h.5-6 
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perkembangan kesadaran manusia akan status yang dimilikinya secara 
kodrati. Hal ini sejalan dengan prinsip humanisasi hidup dan keadilan sosial 
yang tampil sebagai suatu bentuk kekuasaan yang baru yang dihadapi 
manusia pada zaman ini. Posisi manusia yang senantiasa memberikan 
pengaruh berbeda terhadap bentuk kekuasaan yang berada melingkupinya 
disadari pula turut mengambil andil dalam proses penghormatan dan 
penjaminan Hak Kodrati yang melekat padanya selaku individu yang 
merdeka11. 
Dari sudut perkembangan argumentasi pandangan kontra terdapat 
berbagai pendapat terkait dengan ketidaksepakatan dalam penjatuhan 
pidana mati yaitu: 
a. Menurut Cesare Becaria, dalam tulisannya “de delliti e delle penne” 
(on crimes and punishment). Ia meragukan apakah negara mempunyai 
hak untuk menjatuhkan pidana mati. Keraguannya itu didasarkan pada 
ajaran kontrak sosial. Menurutnya alasan penjatuhan pidana itu adalah 
untuk menjaga kelangsungan hidup masyarakat dan untuk mencegah 
orang melakukan kejahatan. Pidana mati tidak dapat mencegah 
kejahatan dan bahkan merupakan kebrutalan. Sehingga ia yakin bahwa 
pidana mati menyianyiakan sumberdaya manusia yang merupakan 
modal utama bagi negara; 
b. Menurut Voltaire, mendalihkan pandangannya dari sudut kegunaan 
(utility). Ia meminta ulang pemeriksaan perkara Jean Callas, setelah 
                                                   
11 Bernard L. Tanya, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang 
dan Generasi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010,h.6. 
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diperiksa ulang (1765) ternyata Callas terbukti tidak bersalah, namun 
hal tersebut tidaklah berguna mengingat hukuman mati telah dijatuhkan 
terhadap callas (1762). Berdasarkan peristiwa ini, dikehendaki agar 
rakyat diberikan kesatuan hukum dan kepastian hukum serta 
penjatuhan pidana mati sedapat mungkin dibatasi; 
c. Menurut JJ. Rosseau, dalam bukunya yang berjudul “du contract 
social” mendasarkan pendapatnya pada fiksi perjanjian masyarakat 
(volonte generale). Dikemukakannya bahwa tidak seorangpun 
mempunyai hak untuk menyerahkan/mengorbankan kehidupannya 
sendiri.  Oleh karena  itu,  tidak  seorangpun  dengan perjanjian dapat 
memberikan hak hidup dan mati atas dirinya kepada para raja atau 
penguasa. Kontrak sosial tidak dapat membenarkan pidana mati; 
Beberapa pandangan tersebut dijadikan pandangan bagi  pihak  
yang kontra terhadap penjatuhan pidana mati. Disamping itu oleh karena 
perkembangan pemahaman HAM yang demikian luas, maka kedudukan  
stelsel pidana mati secara internasional dibeberapa negara mulai 
dihapuskan dengan alasan bahwa pidana mati bersifat tidak rasional, 
kejam, dan tidak dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh 
masyarakat. 
Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan atas gerak aktifitas 
negara memegang kendali atas pengaturan pelaksanaan prinsip-prinsip 
hak asasi manusia. Salah satu kendali peran pemerintah tersebut adalah 
melalui formulasi atau pengaturan perundang-undangan. Proses 
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pengaturan perundangan terkait tindak pidana korupsi secara lebih khusus 
menimbulkan suatu pertanyaan, apakah kebijakan formulasi pidana mati 
dalam Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 cukup 
operasional/fungsional untuk  diterapkan secara efektif dalam rangka 
memberantas korupsi di Indonesia,masalah ini patut dikemukakan karena 
dalam penjelasan umum Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 dinyatakan 
bahwa: 
“Undang-Undang ini dimaksudkan untuk menggantikan Undang- 
Undang nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi, yang   diharapkan   mampu   memenuhi   dan   mengantisipasi  
perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah 
dan memberantas secara efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi” 
Disamping itu perlunya kebijakan formulasi pidana mati ini dikaji 
ulang karena tidak mustahil suatu kebijakan sanksi pidana yang telah dipilih 
dan dicantumkan dalam undang-undang tidak dapat atau sulit diterapkan, 
justru disebabkan adanya kelemahan di dalam kebijakan formulasinya. 
Ketentuan pidana mati dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 
hanya diatur dalam satu pasal, yaitu pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: “dalam 
hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan 
dalam keadaan tertentu maka pidana mati dapat dijatuhkan12” 
Dari perumusan diatas dapat dilihat bahwa pidana mati merupakan 
                                                   
12 Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang 31 Tahun 1999, mengenai terminology 
keadaan tertentu yang diisyaratakan oleh Undang-Undang dalam penjatuhan pidana mati. 
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pemberatan pidana apabila tindak pidana korupsi dilakukan “dalam 
keadaan tertentu”. Kebijakan formulasi yang demikian mengandung 
beberapa kelemahan dan memberikan kesan “kekurang seriusan” pembuat 
undang- undang untuk menerapkan pidana mati. Letak kekurangseriusan 
tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 
a. Pidana mati sebagai pemberatan pidana hanya diancamkan untuk 
tindak pidana korupsi tertentu dalam pasal dalam pasal 2 ayat (1), yaitu 
“melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri/orang lain / koorporasi 
secara melawan hukum”. Jadi tidak ditujukan terhadap semua bentuk 
tindak pidana korupsi, padahal dalam “penjelasan umum” yang dikutip 
diatas, tujuan dibuatnya undang-undang nomor 31 tahun 1999 ini 
(sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971) adalah untuk 
memberantas “setiap bentuk tindak pidana korupsi”; 
b. Dengan diancamkannya pidana mati sebagai (pemberatan pidana) 
hanya untuk tindak pidana korupsi dalam pasal 2 berarti pidana mati 
secara formal tidak ditujukan terhadap tindak pidana korupsi lainnya, 
khususnya tindak pidana korupsi yang berupa “penyalahgunaan 
kewenangan/ kesempatan/sarana karena jabatan atau kedudukan” 
diatur dalam pasal 3. Padahal, tindak pidana korupsi dalam pasal 3 
inipun diancam dengan maksimum pidana yang sama dengan delik 
dalam pasal 2 ayat (1), yaitu diancam dengan pidana seumur hidup atau 
penjara selama 20 tahun. Bahkan dalam pandangan masyarakat dan 
dilihat dari hakikat korupsi sebagai delik jabatan, perbuatan 
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sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 dirasakan lebih berat dan 
tercela daripada memperkaya diri sebagaimana yang yang tercantum 
dalam pasal 2, setidak-tidaknya harus dipandang sama berat, 
pengancaman hanya terhadap satu bentuk delik yang memiliki bobot 
yang sama adalah bersifat parsial dan mencederai prinsip keadilan itu 
sendiri; 
c. Kelemahan lain berkaitan dengan formulasi “keadaan tertentu” yang 
menjadi alasan pemberatan pidana untuk dapat dijatuhkan pidana mati. 
Dalam berbagai formulasi undang-undang, “keadaan tertentu” yang 
menjadi alasan pemberatan pidana pada umumnya dirumuskan secara 
tegas pada delik yang bersangkutan (lihat misalnya pemberatan pidana 
untuk penganiayaan dalam pasal 356 KUHP dan pemberatan pidana 
untuk pencurian dalam pasal 365 KUHP). Namun dalam pasal 2 ayat 2 
UU nomor 31 tahun 1999, “keadaan tertentu” yang menjadi alasan 
pemberatan pidana itu tidak dirumuskan secara tegas dalam perumusan 
pasal, tetapi hanya dimasukan dalam penjelasan pasal 2. 
d. Sangat disayangkan bahwa dalam undang-undang tindak pidana 
korupsi tidak mencantumkan pemberatan pidana terhadap pengulangan 
perbuatan (recidive) dengan demikian si pelaku akan lolos dari ancaman 
pemberatan pidana mati, hal ini memberikan gambaran ketidakseriusan 
pemerintah dalam formulasi pidana mati dalam  undang-undang 
pemberantasan tindak pidana korupsi. 
e. Karena adanya beberapa kelemahan formulasi diatas, tidak mustahil 
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pidana mati sulit atau jarang dapat dijatuhkan terhadap para koruptor di 
indonesia. Sangat disayangkan kelemahan formulasi pidana mati dalam 
undang-undang 31 tahun 1999 itu, tidak dilihat sebagai masalah yang 
seharusnya diperbaiki atau diamandemen oleh undang-undang nomor 
20  tahun 2001. 
Beberapa formulasi yang tidak sempurna berikut menimbulkan 
ketidakpastian dan ketidak adilan sehingga atas hal apapun pemberian  
pidana mati adalah kurang tepat. Mengutip pendapat satjipto rahardjo, 
“undang- undang cacat sejak lahir (pembentukannya) tidak dapat 
dipergunakan untuk mencapai keadilan”. Butuh suatu pemikiran formulasi 
pidana mati hendaknya harus dipikirkan lebih serius lagi mengingat pidana 
mati merupakan pidana yang paling berat diantara stelsel pidana lainnya. 
Bahwa undang-undang merupakan produk politik, demikian pula 
mengenai formulasi pidana mati dalam undang-undang pemberantasan 
tindak pidana korupsi, seringkali perbenturan kepentingan mewarnai proses 
pembentukannya hal inilah yang digolongkan sebagai faktor non hukum, 
sehingga seringkali melupakan unsur-unsur terpenting yang mewarnai 
hukum itu sendiri yaitu nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. 
Idealnya dalam penyusunan undang-undang pemberantasan tindak pidana 
korupsi para pembuat kebijakan wajib lebih memahami nilai-nilai kearifan 
nasional di tiap daerah  sehingga  undang-undang  tersebut  dapat  
mengkooptasi unsur legal structure, legal substance dan legal culture 
tersebut. Sehingga kecacatan formulasi sebagaimana yang dikemukakan 
 
Penerapan Hukuman Mati Bagi Terpidana….. Muhammad Amin Hamid 
LEGAL PLURALISM : VOLUME 5 NOMOR 2, JULI 2015 185 
 
diatas tidak terulang kembali13. 
Atas dasar uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk 
mengadakan penelitian dengan kajian tentang proses penerapan hukuman 
mati bagi terpidana koruptor ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia, serta 
penerapan hukuman mati bagi terpidana koruptor melanggar Hak Asasi 
Manusia. 
 
Pengertian Tindak Pidana 
Tindak pidana atau dalam bahasa Belanda Strafbaar feit (tindak 
pidana), yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam Strafwetboek 
atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di 
Indonesia, dalam bahasa asing disebut delict (tindak pidana). Menurut 
Wirjono Prodjodikoro bahwa tindak pidana berarti suatu perbuatan yang 
pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.dan, pelaku ini dapat dikatakan 
merupakan “subjek” tindak pidana14. 
Sedangkan Adami Chazawi mengutip bahwa menurut R. Trisna 
bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan 
manusia, yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan 
perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan 
penghukuman15. 
                                                   
13 Majda El-Muhtaj, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari 
Undang-Undang Dasar 1945 Sampai Dengan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 
Tahun 2002, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2007, h.3. 
14 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas hukum pidana di Indonesia, Refika 
Aditama, Bandung, 2003, h.59. 
15 Adami Chazawi,Pelajaran hukum pidana, PT. Rajagrafindo  Persada, 
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Di dalam ilmu hukum hak dan kewajiban tidak dapat   dipisahkan, 
tidak ada hak tanpa kewajiban, sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak. 
Isi hak dan kewajiban itu ditentukan oleh aturan hukum.Aturan hukum  itu  
terdiri atas  peristiwa  dan akibat  yang  oleh aturan hukum tersebut 
dihubungkan, dengan demikian, peristiwa hukum adalah peristiwa yang 
akibatnya diatur oleh hukum. 
Seperti yang dikutip oleh Yunasril Ali bahwa menurut Soedjono 
Dirdjosisworo bahwa peristiwa hukum adalah semua peristiwa atau 
kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum, antara pihak yang 
mempunyai hubungan hukum dan peristiwa hukum itu sendiri adalah 
peristiwa (kejadian biasa) dalam kehidupan sehari-hari yang membawa 
akibat yang diatur oleh hukum16. 
Menurut Moelyatno unsur tindak pidana adalah perbuatan, yang 
dilarang oleh aturan hukum, ancaman pidana bagi yang melanggar. 
Perbuatan manusia boleh dilarang oleh hukuman berdasarkan kata 
majemuk perbuatan pidana, maka pokok-pokok pengertian terletak pada    
perbuatan    itu,    tapi    tidak    dipisahkan    dengan   orangnya 
(pelakunya)17. 
Subjek tindak pidana diarahkan kepada wujud perbuatan sebagai 
unsur dari tindak pidana.Setiap manusia baik warga negara Indonesia 
                                                   
Jakarta, 2001, h.67. 
16 Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. h.77. 
 
17 Moelyatno, Perbuatan Hukum Pidana Dan Pertanggung Jawaban 
Hukum Pidana, Bina Kasara, Jakarta, 1993, h.122. 
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maupun orang asing dengan tidak memandang agama atau kebudayaanya 
adalah subjek hukum. Manusia sebagai pembawa hak (subjek), mempunyai 
hak dan kewajiban   untuk   melakukan   tindakan   hukum,   seperti 
melakukan perjanjian, menikah, membuat wasiat, dan lain-lain. Manusia 
oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai subjek 
hukum. 
Menurut R.Soeroso bahwa subjek hukum adalah : 
1) Sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan 
perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk 
bertindak dalam hukum. 
2) Sesuatu pendukung hak yang menurut hukum berwenang atau 
berkuasa bertindak menjadi pendukung hak (rechtsbevoegd heid). 
3) Segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban18. 
 
Hak Asasi Manusia (HAM) 
Hak asasi manusia atau HAM berkembang sesuai dengan 
perkembangan zaman, artinya bahwa perkembangan HAM mengikuti 
peradaban perkembangan manusia dari masa ke masa, awalnya HAM 
dikenal dengan sebutan Natural Rights artinya hak-hak alam, yang 
berpedoman pada teori hukum alam bahwa segala sesuatu berasal dari 
alam termasuk HAM. Istilah  ini  kemudian  diganti  dengan  The  Rights Of 
                                                   
18 R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 1993. h.228. 
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Man, tetapi akhirnya tidak diterima karena hak-hak wanita tidak 
terwakilkan19. 
Ahli hukum Jhon Locke berpendapat bahwa hak asasi manusia 
diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai karunia 
berupa hak-hak yang bersifat kodrati. Oleh karena itu tidak ada kekuasaan 
apapun di dunia ini yang dapat mencabutnya. Dalam Decalaration des 
droits de I home et du citoyen (pernyataan hak-hak asasi manusia dan 
warga negara), disebutkan bahwa Hak  Asasi Manusia adalah hak dimiliki 
manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya 
dan karena itu bersifat suci20. 
 
Proses Penerapan Hukuman Mati Bagi Terpidana Koruptor Ditinjau 
Dari Perspektif  Hak Asasi Mansusia 
 
Jika melihat secara tekstual, maka penerapan hukuman mati 
bertentangan dengan Hak Asasi Manusia sebagaimana dicantumkan 
dalam Pasal 28A, dan 28I Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 4 dan Pasal 
9 Undang-Undang No 39 Tahun 1999, dan Pasal 3 DUHAM. Pasal 28A 
Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan: “bahwa setiap orang 
memiliki hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya”. 
Pasal 28I ayat (1) menentukan: “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, 
hak  kemerdekaan  pikiran  dan  hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak 
diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi  di  hadapan  hukum,  dan  hak  
                                                   
19 La Margono ,Materi Kuliah Hukum Dan Hak Asasi Manusia,2013, h.1. 
 
20 Ibid.  
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untuk  tidak dituntut   atas dasar hukum yang berlaku  surut  adalah  hak  
asasi  manusia  yang  tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. 
Dalam hal ini di  dalam Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  
1999 menentukan: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak  disiksa,  hak  
kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak 
diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan 
hukum,   dan hak untuk tidak dituntut  atas dasar hukum yang  berlaku surut 
adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan 
apapun dan oleh siapapun”. 
Di dalam Pasal 3 DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) 
menentukan:“everyone has the right to life, liberty and security of person” 
(setiap orang mempunyai hak untuk hidup, hak atas kebebasan, dan hak 
atas keamanan diri). Pasal 3 ini tidak sepesifik mengatur tentang hukuman 
mati. Namun dalam perkembangan selanjutnya pasal ini ditafsirkan secara 
implicit menghendaki penghapusan hukuman mati. Hal ini dibuktikan 
dengan dikutipnya Pasal 3 DUHAM di dalam konsideran dari instrument-
intrumen internasional yang bertujuan untuk menghapuskan hukuman mati, 
seperti bagian konsideran Scond Optional Protocol yang disponsori oleh 
PBB: “meyakini bahwa penghapusan hukuman mati dapat memberikan 
sumbangsih bagi  meningkatnya  harkat  dan  martabat  manusia  serta  bagi 
perkembangan progresif hak-hak asasi manusia21. 
                                                   
21 Todung Mulya Lubis&Alaexander Lay, Kontroversi Hukuman Mati, 
(Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008), h.48. 
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Berdasarkan dasar hukum sebagaimana di atas, beberapa orang 
berpendapat bahwa penerapan hukuman mati bertentangan dengan HAM. 
Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Ahmad Rostandi berpendapat: 
“Bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan 
kehidupannya sesuai dengan Pasal 28A UUD 1945. Ditegaskan pula dalam 
pasal 28I ayat (1)  UUD 1945, hak  untuk  hidup   itu  merupakan  hak asasi 
yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Frasa yang menyatakan 
tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun artinya mutlak, tidak dapat 
dibatasi, tidak dapat dikurangi, dan tidak dapat ditunda. Dengan, demikian 
pembatasan yang dimungkinkan oleh Pasal 28J ayat (2)  UUD  1945  tidak 
bisa  diberlakukan  terhadap  hak  hidup.  Tujuan  utama  pidana  mati   
adalah mencabut hak hidup seseorang dengan sengaja,  oleh  karenanya  
secara  terang  benderang bertentangan dengan Pasal 28A junto Pasal 28I 
ayat (1)”22. 
Sudah menjadi pengetahuan di kalangan para ahli hukum bahwa 
“criminal justice system is not infalible”. Sistem peradilan pidana tidaklah 
sempurna. Peradilan pidana dapat saja keliru dalam menghukum 
seseorang yang tidak bersalah. Polisi, jaksa, maupun hakim adalah 
manusia yang bisa saja keliru ketika menjalankan tugasnya. Berkaitan 
dengan hukuman mati maka kekeliruan tersebut dapat berakibat fatal 
karena penerapan hukuma mati bersifat irreversibel. Orang yang telah 
                                                   
22 Ibid, h.387. 
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dieksekusi mati tidak dapat dihidupkan kembali lagi walaupun di kemudian 
hari diketahui bahwa yang bersangkutan tidak bersalah. Kelompok yang 
berpandangan kontra terhadap hukuman mati, perjuangannya adalah 
upaya perlindungan hak hidup, permasalahanya upaya tersebut hanya 
bersifat sepihak yaitu kepada hak hidup pelaku kejahatan, kemudian bagi 
korban dan para calon korban, siapa yang memperjuangkan. 
Sementara kelompok yang lain, berbendapat bahwa hukuman mati 
masih relevan untuk diterapkan, kelompok ini menganggap bahwa 
hukuman mati akan  memberikan efek jera (detteren effect), sehingga akan 
mencegah terulangnya tindak pidana serupa oleh oleh orang lain. 
Perdebatan dua arus kuat tersebut, pada dasarnya bisa ditarik titik 
temunya, poin  penting  keduanya adalah, bagaimana agar manusia 
sebagai subjek peradaban ini, dilindungi harkat dan martabatnya sebagai 
manusia, sehingga produktifitas peradabannya akan terus berlangsung, 
dan eksistensinya sebagai manusia dapat dipertahankan. Doktrin-doktrin 
humanisme, telah mengajarkan tentang pentingnya harmonisasi dan 
perdamaian umat dengan umat, serta  umat dengan lingkungannya. 
Mahkamah Konstitusi sendiri pernah memutuskan bahwa hukuman 
mati tidak bertentangan Undang-Undang Dasar, dalam kasus pengujian 
Undang-Undang Narkotika terhadap Pasal 28A, dan Pasal 28I ayat (1) UUD 
1945, sebagaimana uraian berikut: 
“Menimbang pula bahwa dengan memperhatikan sifat irrevocable 
pidana mati, terlepas dari pendapat Mahkamah perihal tidak 
 
Penerapan Hukuman Mati Bagi Terpidana….. Muhammad Amin Hamid 
LEGAL PLURALISM : VOLUME 5 NOMOR 2, JULI 2015 192 
 
bertentanganya pidana mati dengan UUD 1945 bagi kejahatan-kejahatan 
tertentu dalam Undang-Undang Narkotika yang dimohonkan pengujian 
dalam permohonan a quo, Mahkamah berpendapat bahwa ke depan, dalam 
rangka pembaharuan hukum pidana nasional dan harmonisasi peraturan 
perundang-undangan yang terkait dengan pidana mati, maka perumusan, 
penerapan, maupun pelaksanaan pidana mati dalam sistem peradilan 
pidana di Indonesia hendaklah memperhatikan dengan sungguh-sungguh 
hal-hal berikut: 
a. Pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai 
pidana yang bersifat khusus dan alternatif. 
b. Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh 
tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah  dengan  
pidana  penjara seumur hidup atau selama 20 tahun. 
c. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum 
dewasa. 
d. Eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang  yang 
sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan  
dan  terpidana  yang  sakit jiwa tersebut sembuh”23. 
Hukuman mati yang dipraktikkan negara terhadap warga negaranya 
(yang melakukan tindak pidana) adalah  merupakan  wujud  konkrit  dari 
upaya negara untuk menciptakan harmonisasi dan perlindungan hak hidup 
                                                   
23 Putusan MK No. 2-3/PUU-V/2007. 
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warganegaranya. Upaya mempertentangkan bentuk hukuman mati dengan 
konsep HAM, menjadi tidak relevan untuk di diskusikan dan diberdebatkan. 
Dalam hal ini, Maria Farida (Hakim Mahkamah Konstitusi dan Pakar Ilmu 
perundang-undangan Fakultas Hukum UI mengingatkan: 
“Penjatuhan hukuman mati atas diri seseorang terjadi karena dalam 
menjalankan hak asasinya orang yang bersangkutan telah melanggar  hak  
asasi orang lain di lingkungannya. Dengan demikian, penerapan hukuman  
mati    bertujuan    untuk melindungi  masyarakat  yang  takut  tindak pidana 
tertentu terulang kembali baik oleh pelaku yang sama  maupun orang  lain,  
kita tentu sering mendengar di masyarakat bahwa para pelaku pembunuhan 
ataupun pengedar narkotika yang telah menjalani hukuman atau para 
residivis seringkali mengulangi perbuatannya begitu kembali ke 
masyarakat, tentu saja, tanpa menafikan sebagian residivis yang kemudian 
berperilaku baik selepas dari penjara. Masalah sangat penting yang harus 
diperhatikan pemerintah terkait dengan hukuman   mati  adalah   
memberikan   kepastian  kepada para terpidana mati mengenai 
pelaksanaan eksekusi.24” 
Memperhatikan korban yang hak hidupnya terampas oleh pelaku, 
serta potensi hilangnya hak hidup bagi yang lain, idealnya merupakan 
pertimbangan tersendiri dalam menentukan kesimpulan apakah hukuman 
mati tersebut bertentangan dengan HAM atau tidak. Interprestasi parsial 
                                                   
24 http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol7484/hukuman mati 
senafas dengan-semangat perlindungan ham/. di akses pada 7 Desember 2014. 
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(sepenggal) akan pelarangan hukuman mati atau klaim terjadinya 
pelanggaran HAM atas hukuman mati, akan menjadi penafsiran yang 
dangkal dan tidak proporsional dalam konteks perlindungan hak hidup atas 
nama perlindungan HAM. Paradigma perlindungan terhadapa hak hidup 
seseorang dengan pembolehan diberlakukannya hukuman mati bagi 
seseorang yang tidak menghormati hak hidup. 
Penerapan pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 26 
Tahun 2006 HAM di atas tentu peruntukannya adalah untuk masyarakat 
secara umum dan bersifat prefentif, agar tidak terjadi pelanggaran atas hak 
hidup, menjadi tidak relevan ketika pasal tersebut digunakan untuk  
melindungi hak hidup pelaku kejahatan penghilangan nyawa orang lain, 
serta mengabaikan hak hidup masyarakat pada umumnya. Dengan 
demikian, hukuman mati pada dasarnya sesuai dengan semangat/spirit 
Undang-Undang Perlindungan Hak Asasi Manusia. Bahkan dalam Pasal 36 
dan 37 Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pengadilan HAM 
ditegaskan bahwa hukuman mati tidak melanggar HAM. Namun demikian 
menurut Undang- Undang ini penerapan hukuman mati tersebut hanya 
untuk beberapa jenis kejahatan, yaitu  kejahatan  genosida  dan  kejahatan  
terhadap kemanusiaan. 
Kejahatan genosida yang dimaksud dalam Undang-Undang ini 
berupa perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan 
atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, 
kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara membunuh anggota 
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kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat 
terhadap anggota-anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan 
kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh 
atau sebagiannya, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan 
mencegah kelahiran di dalam kelompok, memindahkan secara paksa anak-
anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. 
Sedangkan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa perbuatan 
yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik 
yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung 
terhadap penduduk sipil. 
Undang-Undang tentang Peradilan Hak Asasi Manusia ini, oleh 
pembentuk Undang-Undang jelas dapat diorientasikan dalam kerangka 
perlindungan hak-hak hidup, dan tidak mampu menghindari bentuk 
hukuman mati, ketika dihadapkan oleh jenis kejahatan dengan efek yang 
ditimbulkan bisa menghancurkan peradaban manusia. Sebenarnya  jika  
dikaji  secara intens terjadi konflik norma antara Undang-Undang Nomor 39 
Tahun 1999 tentang HAM dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2006 
tentang Peradilan HAM. Karena menurut  Undang-Undang  No.  39  Tahun  
1999 tidak dibenarkan tentang hukuman mati karena bertentangan dengan 
Undang-Undang tersebut, sedangkan Undang-Undang  Nomor  26  Tahun 
2006 memungkinkan diterapkannya hukuman mati. Berdasarkan asas lex 
posteriori derogate legi anteriori (peraturan yang berlaku kemudian 
mengesampingkan peraturan yang dahulu), maka Undang-Undang Nomor 
 
Penerapan Hukuman Mati Bagi Terpidana….. Muhammad Amin Hamid 
LEGAL PLURALISM : VOLUME 5 NOMOR 2, JULI 2015 196 
 
39 tahun 1999 tentang HAM dikesampingkan oleh Undang-Undang Nomor 
26 tahun 2006 tentang pengadilan HAM, maka dapat disimpulkan bahwa 
hukuman mati tidak melanggar HAM karena Undang-Undang tentang 
pengadilan HAM juga memuat tentang hukuman mati. 
Semangat anti hukuman mati yang disuarakan oleh mereka yang 
sepakat hukuman mati dihapuskan, sampai hari ini hanya pada level 
perdebatan akademis, yang tidak memungkinkan terealisasi sepanjang 
Undang-Undang yang mengatur penerapan hukuman mati belum 
dihapuskan. Dalam perspektif HAM, pendapat yang dominan dan telah 
menjadi  menstream dunia tentang HAM, adalah penghapusan hukuman 
mati, karena hukuman mati dinilai sebagai bentuk hukuman yang sangat 
tidak manusiawi dan non-adab. Dalam konteks ini, pernahkah mereka  
(kelompok  pro hukuman mati dihapuskan) mencoba merenungkan, bahwa 
mereka yang telah melakukan serangkaian tindakan pidana tersebut, 
merupakan perbuatan yang manusiawi. Untuk itu pasal 28 A UUD 1945 
tersebut menuntut adanya interprestasi extensif, agar melahirkan rumusan 
hukum yang proporsional terhadap hukuman mati. Paling tidak argumen 
untuk memperkuat keberadaan hukuman mati adalah: 
1) Pidana mati menjamin bahwa si penjahat  tidak akan berkutik   lagi. 
 
Masyarakat tidak akan diganggu lagi oleh orang ini sebab “mayatnya 
telah dikuburkan sehingga tidak perlu takut  lagi terhadap terpidana”. 
2) Pidana mati merupakan suatu alat represif yang kuat bagi pemerintah. 
3) Dengan alat represif yang kuat ini kepentingan masyarakat dapat 
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terjamin sehingga dengan demikian ketentraman dan ketertiban hukum 
dapat dilindungi. 
4) Terutama jika pelaksanaan eksekusi di depan umum diharapkan 
timbulnya rasa takut yang lebih besar untuk berbuat kejahatan. 
5) Dengan dijatuhkan serta dilaksanakan pidana mati diharapkan adanya 
seleksi buatan sehingga masyarakat dibersihkan dari unsur-unsur jahat 
dan buruk  dan  diharapkan  akan terdiri atas warga yang baik saja25. 
Proses membuat penjahat  korupsi menjadi sadarpun butuh waktu 
yang sangat lama, karena lembeknya bentuk hukuman yang diterima. 
Bentuk hukuman mati dalam UU Tipikor yang ada dalam pasal 2 ayat 1 
(hukuman mati dalam kasus-kasus tertentu), jauh lebih keras dibanding 
dengan rekomendasi yang diberikan oleh UNCAC, diantara yang 
direkomendasikannya adalah sanksi kerja sosial  masyarakat, denda,dan 
pembebasan bersyarat26. 
Bentuk-bentuk hukuman yang ditawarkan tersebut adalah 
pandangan dari kelompok tertentu yang anti terhadap hukuman mati,  
hukuman  yang lebih manusiawi yang bisa membuka peluang terjadinya 
proses penyadaran dan perlindungan terhadap  masyarakat.Akan  tetapi,  
disisi lain mereka juga berpandangan bah korupsi merupakan kejahatan 
yang serius, dengan membawa efek yang serius pula. Pemikiran anti 
                                                   
25 Djoko Prakoso, Masalah Pidana Mati (Soal Jawab). (Jakarta: Bina 
Aksara, 1987), h.35. 
26 Ian Mc.Walters, Memerangi Korupsi: Sebuah Peta Jalan Untuk 
Indonesia, JP Book,2006, h.111-112. 
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hukuman mati bagi koruptor, dengan alasan sebagai bentuk pelanggaran 
HAM, seperti yang didalilkan di atas menjadi tidak logis. Dalam konteks ini, 
penerapan hukuman mati bagi koruptor, bukanlah merupakan pelanggaran 
HAM, dan hukuman mati merupakan alat bantu yang efektif dalam rangka 
memberantas korupsi sampai keakar-akarnya. Asumsi yang didasarkan 
pada pengalaman barat, bahwa hukuman mati, tidak bisa menjadikan 
proses penyadaran kepada calon penjahat, merupakan bentuk hukuman 
yang belum mampu memberikan efek jera. Mengkaji tentang perlindungan 
hak hidup jelas tidak pada tempatnya apabila   dikaitkan dengan hukuman 
mati kepada   koruptor. Jenis  kejahatan yang bersifat extra ordinary, 
menjadi  tidak  tepat  apabila jenis hukuman  yang diperuntukannya tidak 
bersifat extra ordinary. 
 
PENUTUP 
Kesimpulan 
Bahwa Penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi 
jika hanya dikaji secara tekstual, maka penerapan hukuman mati 
bertentangan dengan Hak Asasi Manusia sebagaimana dicantukan dalam 
Pasal 28A  ayat  (1),  28I  ayat(1),  jo  Pasal  4  Undang- undang  Nomor  39  
Tahun  1999,  jo   Pasal  3   DUHAM. Namun jika dikaji secara kontektual 
dengan menggunakan penafsiran  extentif dan teleologis, maka sebenarnya 
penerapan hukuman mati tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. 
Argumentasi yang diberikan adalah bahwa akibat  yang  ditimbulkan  dari  
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tindak  pidana korupsi jauh  lebih  besar  dari  kejahatan  genosida,  
terorisme,  narkotika,  dan  kejahatan-kejahatan kemanusiaan lainnya. 
Penerapan hukuman mati bagi terpidana koruptor melanggar hak 
asasi manusia karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 
Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28A UUD 1945 yang berbunyi “bahwa 
setiap orang memiliki hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan 
kehidupannya”. Pasal 28I ayat (1) menentukan “hak untuk hidup, hak untuk 
tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak 
untuk  tidak diperbudak,  hak  untuk  diakui  sebagai pribadi  di  hadapan  
hukum,  dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut 
adalah hak asasi manusia  yang  tidak  dapat dikurangi dalam keadaan 
apapun”. 
Di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 
menentukan: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan 
pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak  diperbudak,  
hak  untuk  diakui  sebagai  pribadi  dan persamaan di hadapan hukum, dan 
hak untuk tidak dituntut  atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak 
asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh 
siapapun”. Apabila pidana mati telah dijalankan, maka tidak bisa 
memberikan harapan lagi untuk perbaikan, baik revisi atau pidananya 
maupun perbaikan atas dirinya sendiri. Karena salah satu tujuan adanya 
pidana adalah untuk mendidik atau memberikan rasa jera agar si pelaku 
tidak mengulangi pada tindakan yang sama. 
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